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ABSTRAK

CATATAN

Ketentuan Pasal 171 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan, tarif penumpang angkutan penyeberangan kelas
ekonomi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, dan untuk meningkatkan
perekonomian, memperlancar arus mobilitas penumpang dan barang, serta
menjamin kesinambungan pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan
penyesuaian tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas
antarprovinsi pada lintas komersial.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 33 Tahun 1964;
UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 2015;
perpres No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 26 Tahun 2012; PERMENHUB No.
189 Tahun 2015; KEPMENHUB No. 58 Tahun 2003.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan Lintas Antarprovinsi meliputi tarif angkutan penumpang dan
tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 April 2017
dan ditetapkan tanggal 21 April 2017.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas
Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 497),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 145 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan
Lintas Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1816), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran : 50 him.



